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This article aims to reconstruct Islamic economic policy based on the practice of the
Prophet Mubanimad with an integrated approach between the real, monetary and
[fiscal sectors. By using a qualitative literature study method through historical and
normative analysis, this research examines how the Prophet built an economic
System that is fair, sustainable, and in accordance with magqashid al-shariah. In
the real sector, the Prophet created the Madinah market as an economic space free
[from monopoly, hoarding, and frandulent practices, and upheld business ethics. In
the monetary sector, the probibition of usury and the use of intrinsic value-based
currencies demonstrate a commitment to value stability and fairness in
transactions. While in the fiscal sector, the management of zakat, jizyah, and
baitul mal reflect redistributive policies that encourage social welfare and economic
empowerment of the people. The findings recommend that contemporary economic
policies, especially in Muslim countries, consider the integration of these three
sectors as a unit that encourages an inclusive and benefit-based Islamic economic
system. The practical implications include the importance of market reforms,
transformation of productive Islamic financing systems, and strengthening the role
of Islamic fiscal in the public policy framework.

Artikel ini bertujuan merekonstruksi kebijakan ekonomi Islam berdasarkan
praktik Nabi Mubammad SAW dengan pendekatan yang terintegrasi antara
sektor riil, moneter, dan fiskal. Dengan menggunakan metode studi pustaka
kualitatif melalui analisis bistoris dan normatif, penelitian ini mengkaji
bagaimana Rasulullah membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan,
dan sesuai dengan maqashid al-shariah. Di sektor ritl, Rasulullah menciptakan
pasar Madinah sebagai ruang ekonomi yang bebas dari monopoli, peninbunan,
dan praktik curang, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Di seftor moneter,
pelarangan  riba dan  penggunaan mata nang berbasis  nilai  intrinsik
menunjukkan komitmen terbadap stabilitas nilai dan keadilan dalam transaksi.
Sedangkan di - sektor fiskal, pengelolaan zakat, jizyah, dan baitnl mal
mencerminkan kebijakan redistributif yang mendorong kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan ekononii umat. Temmuan ini merekomendasikan agar kebijakan
ekonomi  kontemporer, khususnya di negara Muslm, mempertimbangkan
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integrasi ketiga sektor ini sebagai satu kesatuan yang mendorong sistem ekonomi
Islam yang inklusif dan berbasis kemaslabatan. Implikasi praktisnya antara
lain adalah pentingnya reformasi pasar, transformasi sistem pembiayaan syariah
yang produktif, serta penguatan peran fiskal Islam dalam kerangka kebijakan
publik.

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah eksis sejak masa Nabi Muhammad SAW, karena ia tidak dapat
dipisahkan dari pandangan hidup Islam (Iskmic worldview) yang komprehensif dan berakar
pada konsep din. Berbeda dengan pemisahan antara agama dan aktivitas duniawi dalam
tradisi Barat, Islam memandang agama sebagai suatu sistem hidup menyeluruh yang
mencakup aspek pribadi dan sosial, termasuk dalam hal ekonomi (Aslam & Haneef, 1997).
Peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan (go/den age) yang gemilang, ditandai
dengan kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan (Asy’ari, 2018). Tokoh seperti Al-
Ghazali dan Ibn Khaldun merumuskan prinsip keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan
pengelolaan zakat serta wakaf. Namun, kolonialisme Barat membawa sistem kapitalis dan
sekuler yang menggantikan sistem Islam secara struktural. Institusi-institusi seperti baitul
mal, zakat, dan waqf mulai dilemahkan atau dihapuskan. Pasca-kolonialisme, banyak negara
Muslim mengadopsi sistem ekonomi modern tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah
(Ningsih et al., 2024). Kini, muncul kembali upaya untuk merevitalisasi ekonomi Islam
melalui pendekatan ilmiah dan historis (Al Mujahid & Heldalina, 2025).

Belakangan ini, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional semakin banyak
bermunculan, termasuk dari para ekonom sendiri (Fathurrahman, 2010) . Kritik-kritik
tersebut bukan ditujukan untuk menolak landasan epistemologis ekonomi konvensional,
melainkan lebih pada kekhawatiran terhadap kecenderungan ekonomi yang dianggap telah
“sempurna” secara keilmuan. Namun, dalam kesempurnaan ini, ilmu ekonomi justru
semakin bersifat mekanistis dengan mengembangkan berbagai teori serta rumus
matematika guna menjelaskan fenomena sosial (Maghrebi et al., 2023). Akibatnya, terjadi
reduksi besar terhadap realitas sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang dinamis.
Beberapa di antaranya adalah kekakuan teori ekonomi modern dalam memahami aspek
humanis dan etis dari perilaku manusia sebagai subjek ekonomi (Hall & Klitgaard, 2012).
Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara teori ekonomi dengan dinamika perilaku
ckonomi di masyarakat. Selain itu, berbagai asumsi dan konsep yang digunakan dalam
ekonomi harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

Keberlanjutan ekonomi konvensional semakin dipertanyakan ketika berbagai
ideologi besar yang mendominasi ekonomi dunia mulai mengalami kebuntuan. Dalam
sejarahnya,sosialisme yang berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bertujuan
memperjuangkan kesetaraan sosial dengan menekan dominasi segelintir elit (Albertsen &
Tyssedal, 2024). Namun, dalam perjalanannya, sosialisme justru menunjukkan
kecenderungan otoriter, mengabaikan hak kepemilikan individu atas nama kebersamaan,
yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran sistem tersebut (Muhammad, 2009). Di sisi
lain, sistem kapitalisme juga mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sejak kapitalisme
mendominasi ekonomi global, berbagai negara mengalami krisis keuangan yang
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mengguncang stabilitas mereka. Beberapa krisis besar yang tercatat terjadi pada tahun 1923,
1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1998-2000, hingga krisis keuangan global tahun 2008.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan perlunya sistem ekonomi alternatif yang lebih stabil
dan berkeadilan (Fathurrahman, 2010).

Berdasarkan fakta tersebut, beberapa pihak mengusulkan sistem ekonomi Islam
sebagai alternatif. Menurut Fathurrahman (2010), pada era 1950-an, ekonomi Islam masih
belum dikenal sebagai suatu konsep ekonomi yang ilmiah. Ketika sosialisme dan
kapitalisme berkembang pesat, ekonomi Islam justru belum dianggap sebagai sistem yang
menawarkan keadilan dan kebersamaan. Padahal, pada abad ke-7, Islam telah memiliki
sistem ekonomi yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai ajaran yang
komprehensif, Islam mencakup tiga pilar utama: aqidah, syariah dan akhlak (Azty et al.,
2018). Dari sinilah ekonomi Islam berkembang sebagai sebuah sistem yang mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan keuangan. Menurut Rosly (2005)
terdapat dua sumber utama ekonomi Islam, yaitu syar’i dan tabi’i. Sumber syar’i berasal
dari al-Qur’an dan Sunnah yang berfungsi menjaga arah perkembangan ekonomi Islam
agar tetap sesuai dengan tujuan syariat. Sementara itu, sumber tabi’i berasal dari hasil
pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam
memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif.

Secara historis, sistem ekonomi Islam berkembang sejak masa Nabi Muhammad
SAW pada akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-7 M. Setelah itu, para ulama turut
menyumbangkan pemikiran mereka dalam perkembangan ekonomi Islam. Karya-karya
mereka tidak hanya memiliki dasar agama dan intelektual yang kuat, tetapi juga didukung
oleh bukti empiris di masanya. Kontribusi para pemikir Muslim dalam bidang ekonomi ini
menjadi bagian penting dalam sejarah pemikiran ekonomi dunia, terutama saat peradaban
Barat masih mengalami masa kegelapan (Chamid, 2010).

Kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan
menggunakan prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis (Haqgiqi &
Kurniawan, 2022). Prinsip-prinsip ekonomi Islam berakar dari berbagai kebijakan yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sepenuhnya bersandar pada ajaran dan
ketentuan syariah. Pada tahap awal, kebijakan Nabi difokuskan pada pembangunan institusi
keagamaan, yaitu dengan mendirikan masjid utama di Madinah, yakni Masjid Nabawi.
Setelah itu, perhatian beliau diarahkan pada kondisi perekonomian masyarakat Madinah
yang saat itu masih lemah dan belum memiliki sistem pengelolaan yang memadai.
Rasulullah SAW kemudian memulai pembangunan eckonomi secara bertahap dan
berkesinambungan. Perkembangan berikutnya ditandai dengan penguatan posisi ekonomi
Islam tidak hanya sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang diakui.
Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW, para
pelaku ekonomi diharapkan mampu meraih keberhasilan tidak hanya dalam aspek duniawi,
tetapi juga memperoleh pahala dan keberkahan di akhirat (Karbila et al., 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti signifikansi kebijakan
ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW, baik dari aspek moneter maupun fiskal. Amri
(2016, 2018) menekankan bahwa kebijakan moneter awal Islam yang diatur melalui
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lembaga Baitul Mal secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prinsip
keadilan distribusi dan pelarangan riba, serta menunjukkan bahwa Rasulullah telah
merancang sistem moneter berbasis dinar-dirham yang stabil dan bebas spekulasi. Karbila
et al (2020) dan Alfian (2023) menggambarkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah
bersumber dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan ghanimah sebagai alternatif pendanaan
negara yang berlandaskan pada nilai spiritual, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi
umat tanpa ketergantungan pada instrumen ribawi. Sementara itu, Abdianti et al. (2023)
memperkuat bahwa kebijakan moneter dalam perspektif Islam tidak semata-mata
berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai ukhuwah,
distribusi kekayaan yang adil, dan penghindaran eksploitasi ekonomi. Dengan demikian,
studi-studi terdahulu membuka ruang penting untuk merekonstruksi kebijakan ekonomi
Islam kontemporer dengan merujuk pada praktik Nabi Muhammad SAW secara integral
dalam pendekatan riil, moneter, dan fiskal.

Adapun penelitian ini secara detail bertujuan mengkaji kebijakan ekonomi pada masa
Rasulullah SAW dan bagaimana bentuk rekonstruksinya pada masa modern. Pembahasan
terdiri dari penjelasan terkait profil singkat nabi Muhammad SAW, kebijakan-kebijakan di
sektor rill, sektor fiskal dan moneter yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW.
Penelitian ini penting dilakukan karena kajian terkait kebijakan inilah yang akan menjadi
inspirasi pada pemangku kebijakan dan praktisi, terutama negara-negara yang menjalankan
syariat Islam
Tinjauan Pustaka

Riwayat Hidup Nabi Muhammad
Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditengah-tengah masyarakat Arab secara esensial

memulai pengalaman baru dalam dimensi Tuhan, yang berdampak pada semua aspek
kehidupan (Meifrasinta et al., 2023), termasuk hukum yang digunakan pada saat itu.
Kemampuan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kepercayaan orang Arab dalam
waktu yang sangat singkat menunjukkan kemampuan untuk mengubah cara hidup orang
Arab. Sebagian dari nilai dan budaya Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW
dimasukkan ke dalam aturan moral islam. Ia berasal dari suku Quraisy, yang merupakan
suku yang paling kuat di Arab. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai anak yatim, ayahnya
bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad
SAW lahir (Saufi & Fadillah, 2015).

Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada “tahun gajah”. Itu adalah tahun ketika
pasukan gajah Abrahah menyerang Mekkah untuk menghancurkan Ka’bah, tetapi pasukan
itu gagal untuk menghancurkan Kabah Peristiwa itu terjadi pada 12 Rabiul Awal 570 M.
Merupakan kebiasaan di antara orang kaya dan bangsawan Arab bahwa ibu-ibu
meninggalkan anak-anak mereka untuk dibesarkan di pedesaan dan diasuh oleh orang lain.
Begitu pula, Muhammad diasuh oleh Halimah dari suku Bani Sa'ad setelah ibunya
meninggalkannya untuk beberapa waktu (Al-Mubarakfuri, 1979). Muhammad SAW
dirawat oleh Abdul Muthalib setelah Aminah meninggal. Namun, dua tahun kemudian
Abdul Muthalib meninggal karena renta. Abu Thalib, pamannya, kemudian bertanggung
jawab. Saat usia remaja, dimulai ketika dia telah mencapai usia untuk mencari nafkah. Pada
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saat itu, dia bekerja sebagai seorang penggembala untuk beberapa kambing milik suku
Quraisy dan diberi upah atas pekerjaan ini. (Basri et al., 2023).

Menurut tradisi, Muhammad pernah berbisnis dengan Saib Bin Abi Saib al-
mahzumidan menjadi rekan bisnis terbaiknya. Beliau tidak pernah berbuat curang atau
berdebat ketika menjalankan sebuah perusahaan. Ketika Muhammad berumur 25 tahun,
Muhammad SAW sedang berdagang dengan Syam yang beribu kota Khadijah. Ibnu Ishaq
mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwairid adalah seorang saudagar yang mulia dan kaya
raya. Ketika Khadijah mendengar tentang karakter Muhammad SAW yang jujur, dapat
dipercaya, dan mulia, dia mengirimkan seorang utusan kepadanya, melalui siapa Khadijah
meminta kesediaan Muhammad SAW untuk menginvestasikan modalnya bersama
pelayannya Maisarah ke dalam masalah di Suriah. Khadijah berjanji akan membayar lebih
dan dialihkan ke rekan bisnis lain. Muhammad SAW menerima tawaran pekerjaan itu dan
berangkat ke ibu kota, ditemani Maisara, pelayan Khadijah, hingga mencapai Suriah.

Muhammad SAW kembali ke Mekah. Khadijah melihat betapa dapat dipercayanya
pengelolaan kekayaannya dan betapa beruntungnya hasil bisnisnya. Dia belum pernah
melihat hasil seperti itu sebelumnya (Al-Mubarakfuri, 1979). Maisarah kemudian
menceritakan kepada tuannya tentang akhlak mulianya. Khadijah pun begitu terkesan
dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sehingga hubungan bisnis keduanya pun
berlanjut hingga pernikahan mereka. Ia menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun.
Khadijah adalah seorang janda kaya, cerdas dan cantik. Pengalaman melakukan perjalanan
dagang ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib, memberikan Nabi Muhammad SAW
wawasan luas tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di luar Hijaz. Perjalanan ini
tidak hanya melatih beliau dalam berdagang secara jujur dan profesional, tetapi juga
membuka mata terhadap keragaman karakter manusia dan dinamika sosial lintas wilayah
(Malik et al., 2023), yang kelak sangat berharga dalam menjalankan risalah kenabian.

Kebijakan Sektor Rill
Kebijakan sektor riil mengacu pada serangkaian strategi dan peraturan yang

ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sektor riil ekonomi, yang mencakup
industri seperti manufaktur, pertanian, dan jasa. Kebijakan ini sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi, karena kebijakan ini mengatasi masalah sistemik, mendorong
efisiensi, dan menumbuhkan ketahanan terhadap krisis. Kebijakan sektor riil berfokus pada
peningkatan efisiensi dalam sektor riil ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inflasi rendah, dan lapangan kerja penuh, terutama
melalui instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan pinjaman pembiayaan
perdagangan (Najafov, 2017).
Kebijakan Sektor Moneter

Kebijakan moneter, sebagaimana diutarakan oleh Friedman (1995) merujuk pada
tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter pusat, terutama melalui manipulasi pasokan
uang dan suku bunga untuk memengaruhi hasil ekonomi makro seperti inflasi, lapangan
kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Friedman menekankan bahwa kontribusi utama
kebijakan moneter tidak terletak pada kapasitasnya untuk mengendalikan variabel ekonomi
riil seperti lapangan ketja atau output dalam jangka panjang, tetapi lebih pada perannya
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dalam menjaga stabilitas nominal, khususnya tingkat harga. Ia mengkritik pandangan
Keynesian yang dominan saat itu dengan menegaskan bahwa "kebijakan moneter tidak
dapat mematok suku bunga atau pengangguran selama lebih dari periode yang sangat
terbatas" (Friedman, 1995).

Lebih jauh, Friedman menekankan bahwa kebijakan moneter tidak boleh bertujuan
untuk "menyempurnakan" ekonomi karena jeda waktu yang tidak pasti dan bervariasi
antara tindakan kebijakan dan dampaknya. Sebaliknya, ia menganjurkan pendekatan
berbasis aturan, seperti menargetkan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam pasokan uang,
yang akan memberikan lingkungan moneter yang stabil yang kondusif bagi pertumbuhan
ckonomi yang berkelanjutan (Friedman, 1995). Jadi, meskipun kebijakan moneter tidak
dapat merekayasa hasil ekonomi riil secara langsung, kebijakan tersebut memainkan peran
penting dalam mencegah ketidakstabilan moneter dan distorsi inflasi yang dapat
mengganggu kinerja ekonomi.

Kebijakan Sektor Fiskal
Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan pajak, belanja publik, dan anggaran

pemerintah untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara teoretis,
kebijakan ini memengaruhi pertumbuhan melalui dampaknya terhadap investasi swasta dan
pembentukan modal publik. Dalam model pertumbuhan neoklasik, pengaruh kebijakan
fiskal bersifat sementara, di mana pajak atas pendapatan dan investasi dapat menurunkan
pengembalian modal dan menghambat pertumbuhan, sedangkan pajak konsumsi
cenderung netral (Easterly & Rebelo, 1993). Sebaliknya, investasi publik, khususnya pada
infrastruktur, berpotensi meningkatkan produktivitas modal swasta. Sementara itu, model
pertumbuhan endogen menegaskan bahwa kebijakan fiskal dapat memberikan dampak
jangka panjang terhadap pertumbuhan melalui penguatan insentif inovasi, pendidikan, dan
akumulasi modal (Easterly & Rebelo, 1993).

Secara empiris, bukti mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan
ckonomi menunjukkan hasil yang beragam. Investasi publik, khususnya pada sektor
infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi, secara konsisten berkorelasi positif
dengan pertumbuhan ekonomi, sementara dampak tarif pajak cenderung ambigu akibat
keterbatasan pengukuran dan multikolinearitas dengan tingkat pendapatan. Pajak
penghasilan yang tinggi umumnya menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan,
meskipun dengan signifikansi statistik yang relatif lemah (Easterly & Rebelo, 1993). Selain
itu, efektivitas kebijakan fiskal dipengaruhi oleh karakteristik struktural negara, seperti
tingkat pembangunan, ukuran populasi, dan ketimpangan pendapatan, sehingga variasi
dampak fiskal terhadap pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor tersebut.
Meski demikian, temuan empiris secara umum mengindikasikan bahwa investasi publik
yang strategis, disertai kebijakan perpajakan yang hati-hati, dapat berkontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Easterly & Rebelo, 1993).

Dalam konteks keterbatasan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dipahami tidak
hanya sebagai instrumen stimulasi permintaan, tetapi sebagai mekanisme second-best untuk
memulihkan efisiensi ekonomi, terutama ketika suku bunga mencapai batas bawah nol (zero
lower bound). Dalam kondisi normal dengan harga fleksibel dan kebijakan moneter yang
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efektif, kebijakan fiskal mengikuti prinsip klasik efisiensi, di mana belanja publik dan
perpajakan diatur berdasarkan manfaat marjinal dan keseimbangan antarwaktu. Namun,
ketika kebijakan moneter kehilangan efektivitas, kebijakan fiskal mengambil peran
Keynesian dengan mendorong permintaan agregat melalui peningkatan belanja pemerintah
atau subsidi investasi (Mankiw & Weinzierl, 2011). Lebih lanjut, efektivitas kebijakan fiskal
sebaiknya dinilai tidak hanya berdasarkan pengganda output, tetapi juga melalui
pendekatan kesejahteraan, karena instrumen yang lebih terarah, seperti subsidi investasi,
berpotensi menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar dengan konsumsi
publik yang lebih rendah (Mankiw & Weinzierl, 2011).

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif

dan konten-analitis (content analysis) (Mackey, 2014) . Pendekatan historis digunakan untuk
menelusuri dan mengkaji praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam
sejarah Islam, seperti dalam kitab-kitab sirah, hadis, dan sejarah ekonomi klasik. Sementara
pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah
yang melandasi kebijakan ekonomi kenabian. Pendekatan konten-analitis diterapkan untuk
menginterpretasi isi teks sumber primer (Al-Qur’an, Hadis, Sirah) dan sekunder (kitab-
kitab ekonomi Islam klasik dan kontemporer) secara tematik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal internasional
yang terindeks scopus, emerald insight, science direct. Termasuk jurnal terakreditasi sinta
1-6. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber dari buku yang relevan dengan topik
praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW. Jurnal terakreditasi tersebut didapatkan
menggunakan PoP (Publish or Perish).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Rill
Sektor riil adalah sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Ini

juga yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi
Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor riil. Sebagai
contoh, pembiayaan murabahah di lembaga keuangan SyarT’at adalah model pembiayaan
yang mengharuskan keberadaan barang yang dibeli. Tanpa adanya barang yang menjadi
objek transaksi akad murabahah tidak dapat diselenggarakan. Sebaliknya, sistem ekonomi
konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Sektor
keuangan dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor riil. Ini yang kemudian menjadi pemicu
terjadinya krisis keuangan. Uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai sektor riil yang
mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan (bubble economy)
(Qoyum et al., 2021).

Sektor rill adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan
industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor
rill itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan ouput. Karena mereka secara
langsung berproduksi dan memperkerjakan SDM dan membayar upah. Setelah
menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem

Annisa, et.al., Rekrontruksi Kebijakan Ekonomi . . . , hal 146-163 152



At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah P-ISSN: 2685-2802
Vol. 7 No. 2 Oktober 2025 E-ISSN: 2715-369X

eckonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur’an. Prinsip-prinsip
kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur’an adalah sebagai berikut (Azwar Karim, 2001):

a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam.

b. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.

c. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, harus dihilangkan.

d. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.

e. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin

Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan aturan yang harus

diamalkan manusia, misalnya keharusan jujur dalam perdagangan, larangan melakukan jual
beli yang mengandung unsur tipuan (gharar), pelarangan riba, dan lain sebagainya. Nabi
dalam kapasitanya sebagai kepala negara kadangkala melakukan inspeksi dan pengawasan
langsung terhadap mekanisme pasar. Kadangkala Nabi Muhammad SAW. menunjuk
seorang pengawas (mubtasib) yang bertugas mengawasi pasar dan menindak pedagang-
pedagang yang melakukan kecurangan, di antaranya Sa'id ibn 'Ash yang bertugas menjadi
pengawas pasar di Makah (setelah fathul Makkah) (Rozalinda, 2014).

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Fiskal

Kebijakan fiskal menurut Mankiw (2013) adalah sebuah kebijakan ekonomi yang
diluncurkan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi
yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja
negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan memungut pajak dan
membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal
merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran
negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak. Adapun kebijakan memiliki tujuan menstabilkan
perekonomian dengan cara dikontrolnya tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar oleh
pemerintah. Pada dasarnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki
keseimbangan, dalam artian pendapatan harus sesuai dengan belanja yang dikeluarkan.
Keadaan inilah yang disebut sebagai keadaan berimbang.

Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam
sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk
mencapal tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap
menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal
menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi
dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan
sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus
menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang
memikul beban utama pajak.

Pada masa kenabian hingga masa kekhalifahan, kaum muslimin cukup
berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang
diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana
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perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam (Aini, 2019). Pada awal
masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa
Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah, tidak
ada tentara formal. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan
yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Mubhajirin tidak memiliki
kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan
Rasulullah SAW terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin
dengan kaum Anshar sehingga terjadi redistribusi kekayaan. (Hasbi, 2021).

Kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah SAW menurut Rozalinda (2014) adalah
menyediakan lapangan kerja bagi kaum Mubhajirin sekaligus meningkatkan pendapatan
nasional dengan menerapkan kontrak wuzaraah, mudharabah dan kerja sama terbatas antar
kaum Mubajirin  yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum _Awshar yang
menyediakanlahan pertanian, perkebunan dan tambang. Pada tahun kedua setelah hijrah
zakat diwajibkan pada bulan Ramadhan (Al-Arif, 2015). Pada masa Rasulullah, terdapat
beberapa sumber pendapatan dan pengeluaran yang dijadikan instrumen kebijakan fiskal.

a. Sumber-sumber pendapatan negara
Pendapatan yang diterima negara Madinah di masa periode Nabi Muhammad
SAW adalah sebagai berikut (Karim, 2004):

1) ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqgah)

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau
harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, dan diberikakan kepada
orang-orang yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan
wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam.
Dengan demikian ZISWAf merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan
fiskal (Nasution et al., 2006). Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum
adalah memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai
kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat,
dan konsep dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha
mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian
dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit
muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (wustahik) menjadi surplus
(muzakki). Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta
dapat didistribusikan secara merata di masyarakat.

2) Kharaj

Kharaj berasal dari Bahasa arab yang berarti keluar. Secara terminologi berarti
pajak yang harus dikeluarkan atas tanah yang taklukkan oleh pasukan Islam.
Kharajpertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar, ketika itu Rasulullah. Saw
membolehkan orang-orang Yahudikhaibar memiliki kembali tanah milik mereka
dengan syarat mengeluarkan dari separuh hasil panen tanah tersebut kepada
Islamsebagai Kharaj (pajak). Jika di Indonesia Kharaj setara dengan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), namun PBB ditentukan berdasarkan zoning sedangkan besarnya
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pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan: Karakteristik
tanah/tingkat kesuburantanah; Jenis tanaman (termasuk tanaman yang memiliki nilai
ekonomis dan kuantitas); Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih
rendah; Nilai hasil produksi (maksimal 50%).

3) Jizyah

Secara etimologis, istilah a/jizyah berasal dari kata aljaza yang berarti balasan
(Khairah, 2007). Meskipun zakat merupakan pajak yang dikenakan kepada umat Islam,
jizyah berfungsi sebagai kompensasi atau pengganti manfaat sosial ekonomi dan
keamanan dari negara Islam, terkhusus bagi non-Muslim. Pengenaan jizyah didasarkan
pada wilayah yang mereka tempati dan ketundukan mereka kepada pemerintahan
Islam. Namun demikian, kompensasi tersebut kemudian mewajibkan mat Islam untuk
menjaga nyawa dan harta benda orang yang membayar jizyah. Perlu dicatat, seperti
diungkap oleh Karbila, dkk. (2020), bahwa jizyah tidak dikenakan kepada perempuan
dan anak-anak, berapa pun kekayaannya. Pengumpulan jizyah terutama menyasar Ahli
Kitab, meliputi golongan Yahudi dan Nasrani, baik Arab maupun non-Arab. Terdapat
sebuah riwayat yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah
suatu ketika memungut jizyahdari komunitas Yahudi di Yaman dan umat Kristen di
Najran (Hidayati, 2018).

4) Ghanimah dan Fay
Ganimah merupakan jenis barang bergerak, yaitu harta yang dapat dipindahkan
dan diperoleh dari hasil peperangan. Dalam sistem distribusinya, empat petlima (4/5)
dari total hanimah diberikan kepada para anggota pasukan, sebagai bentuk
penghargaan atas pengorbanan jiwa dan keterampilan mereka di medan perang.
Sementara itu, sepetlima (1/5) sisanya diperuntukkan bagi kepentingan umum serta
keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketentuan ini secara eksplisit dijelaskan dalam Al-
Qur’an surah Al-Anfal, yang menjadi dasar normatif bagi pembagian harta rampasan
perang dalam Islam. ayat 41.
Keempat sumber pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan utama
pada masa Rasulullah. Berikut adalah pengklasifikasian dari pendapatan tersebut;

Tabel 1. Pendapatan Negara Berdasarkan Jenisnya

No Primer Sekunder
1 Ghanimah Uang Tebusan
2 Fayi Pinjaman
3 Kharaj Amwal Fadhla
4 ‘Ushr Nawaib
5  Jizyah Khaffarat
6  Waqaf Hadiah
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Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pendapatan
negara pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW telah mencerminkan praktik-praktik
keuangan yang serupa dengan konsep pendapatan negara modern, termasuk di dalamnya
penerapan pajak dan pungutan. Meskipun sebagian besar pemasukan negara pada saat
itu masih berasal dari harta rampasan perang, kondisi tersebut dapat dimaklumi karena
konteks sejarahnya memang ditandai oleh banyaknya ekspansi wilayah. Yang menarik,
pengelolaan terhadap harta tak bertuan telah diatur dengan menyerahkannya kepada
negara, yang selanjutnya didistribusikan secara merata dan adil kepada masyarakat.
Pemberlakuan jizyah dan kharaj menunjukkan adanya sistem perpajakan atas individu
maupun harta yang dikuasai, yang memiliki kemiripan dengan konsep perpajakan
modern. Objek-objek pajak yang dikenakan pada saat itu juga dapat dikatakan cukup
ideal jika disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang berlaku. Pembedaan tarif
antara Muslim dan non-Muslim, serta penetapan pajak tambahan seperti nawaib kepada
Muslim yang berkecukupan, menjadi upaya konkret untuk menjaga keadilan sosial dan

mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

b.Sumber-Sumber Belanja Negara

Dari sisi Belanja Negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa
pemerintahan Rasulullah SAW ini memang tidak tersedia. Namun demikian hal ini tidak
berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu
itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah SAW senantiasa memberikan
perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatth mengumpulkan
zakat (Chamid, 2010). Sebagaimana prinsip dalam sistem penganggaran modern, seluruh
pendapatan negara dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan. Harta yang terkumpul tersebut dipandang
sebagai milik negara, bukan milik individu, dan oleh karenanya pengelolaannya dilakukan
secara kolektif untuk kepentingan umum. Distribusi dana dilakukan secara proporsional,
memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masing-masing individu. Sebagai contoh,
individu yang telah menikah memperoleh alokasi dua kali lipat dibandingkan dengan
mereka yang belum menikah, mencerminkan sensitivitas sistem terhadap kebutuhan
hidup yang berbeda (Karim, 2004).

Konsep pengelompokan belanja negara pada masa Rasulullah SAW, yang secara
implisit terbagi ke dalam pos-pos pengeluaran primer dan sekunder, dapat dipandang
sebagai embrio dari sistem penganggaran negara modern, seperti yang diterapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pengeluaran primer meliputi
kebutuhan sektor pertahanan, yang mencakup penyediaan perlengkapan militer seperti
senjata, hewan tunggangan seperti unta dan kuda, serta logistik lainnya. Hal ini
mencerminkan adanya fungsi petlindungan negara dan pelayanan publik dasar.
Sementara itu, distribusi zakat dan ‘ushr kepada kelompok yang berhak, sebagaimana
diatur dalam Al-Qur’an, dapat dikategorikan sebagai bentuk belanja sosial dan bantuan
langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembayaran gaji kepada pejabat publik
seperti wali, qadi, guru, imam, muadzin, serta kompensasi kepada relawan, menunjukkan
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adanya pengeluaran yang sepadan dengan belanja pegawai dan operasional dalam
struktur anggaran modern.

Adapun pos pengeluaran sekunder memainkan peran penting dalam mendukung
diplomasi dan hubungan antarkomunitas. Ini tercermin dari alokasi dana untuk
pembiayaan pendidikan agama bagi pelajar luar daerah, penyambutan delegasi
keagamaan, penyediaan hiburan dan logistik bagi utusan dari suku atau negara lain, serta
pembiayaan perjalanan dan pemberian hadiah bagi duta asing. Selain itu, belanja sekunder
juga mencakup dana untuk pembebasan tawanan perang, khususnya kaum Muslimin, dan
kompensasi terhadap tindakan pembunuhan dalam konteks perang yang dilakukan oleh
pasukan Muslim

c. Mekanisme Pembiayaan

Dalam kerangka penganggaran kontemporer, pos pembiayaan umumnya
difungsikan untuk menutup kesenjangan fiskal yang muncul ketika pengeluaran melebihi
pendapatan, sehingga menciptakan defisit anggaran. Namun, dalam konteks kebijakan
fiskal pada masa Rasulullah SAW, tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai
mekanisme pembiayaan seperti yang dikenal dalam sistem modern. Hal ini disebabkan
karena alokasi belanja pada masa tersebut dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati,
dengan berlandaskan secara ketat pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’an
dan Sunnah. Dengan demikian, setiap pengeluaran negara harus sepenuhnya
mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak didasarkan pada kehendak subjektif
atau kepentingan sesaat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya
pemborosan serta meminimalisasi risiko terjadinya defisit anggaran dalam sistem
keuangan negara saat itu. (Haryanto, 2016)

Kebijakan Nabi Muhammad pada Sektor Moneter
Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat

dipercaya. Pada masa Rasulullah SAW, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham.
Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata
uang perak asal Persia. Meski bukan berasal dari negeri Islam, Rasul SAW. menerima kedua
mata uang tersebut sebagai alat tukar yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal
ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak
bertentangan dengan prinsip Syar’at. (Qoyum et al., 2021).

Defisit anggaran yang dibiayai melalui mekanisme pinjaman merupakan salah satu
faktor utama yang mendorong kelebihan peredaran uang, sehingga efektivitas kebijakan
moneter sangat bergantung pada stabilitas dan disiplin kebijakan fiskal. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter agar tujuan pembangunan
dan stabilitas harga dapat tercapai secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara
Muslim yang sektor pasar uangnya relatif belum berkembang optimal. Dalam konteks ini,
defisit anggaran tidak sepenuhnya dilarang selama diarahkan untuk mendukung
pertumbuhan ckonomi jangka panjang dan pemerataan kesejahteraan dengan tetap
menjaga stabilitas harga sebagai prasyarat utama (Chapra, 2000). Secara historis, pada masa
awal pemerintahan Islam, defisit anggaran jarang terjadi karena pengelolaan keuangan
negara dilakukan secara tertib melalui Baitul Mal sebagai institusi yang mengelola seluruh
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pemasukan dan pengeluaran harta kolektif umat. Baitul Mal tidak hanya dipahami sebagai
entitas fisik, tetapi sebagai sistem keuangan publik yang memiliki kewenangan atas setiap
harta tanpa kepemilikan individual yang jelas atau tidak diklaim, sehingga setiap penyaluran
harta melalui pos-pos Baitul Mal secara hukum dianggap sebagai bagian dari pengeluaran
negara dalam kerangka keuangan Islam.

Pada masa awal pemerintahan Islam, kebijakan moneter dan pengelolaan keuangan
publik diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti dakwah, pendidikan dan
kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta
pelayanan sosial melalui pengelolaan dana Baitul Mal, yang secara langsung maupun tidak
langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana untuk dakwah,
misalnya, mendorong peningkatan permintaan dan penawaran agregat seiring
bertambahnya populasi dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tercermin dalam
peristiwa hijrah kaum Muhajirin dan terbentuknya solidaritas ekonomi dengan kaum
Anshar. Perluasan basis umat juga berimplikasi pada meningkatnya penerimaan negara,
meskipun kenaikan pendapatan masyarakat tidak diikuti oleh peningkatan kecenderungan
konsumsi, melainkan oleh meningkatnya kecenderungan menabung dan berinvestasi
sejalan dengan kebijakan pemerintah Islam, yang dalam jangka panjang berdampak positif
terhadap pertumbuhan pendapatan nasional (Euis, 2005).

Meskipun data penerimaan dan pengeluaran negara pada periode ini tidak
terdokumentasi secara lengkap akibat keterbatasan literasi, kesederhanaan pencatatan,
distribusi zakat yang bersifat lokal, ketiadaan standar administrasi, serta pembagian
ghanimah yang langsung kepada penerima, kondisi tersebut tidak menunjukkan lemahnya
tata kelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan tetap berlangsung secara tertib melalui
peran amil zakat yang kompeten dan pengawasan langsung Rasulullah SAW, termasuk
penegakan integritas dan akuntabilitas aparat keuangan sebagai fondasi sistem keuangan
publik Islam (Euis, 2005).

Sejak masa Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter
dijalankan tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, dalam struktur ekonomi yang
berorientasi pada perdagangan dan belum bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
Meskipun demikian, perekonomian Arab pada masa awal Islam bukanlah ekonomi barter
yang bersifat primitif, melainkan telah mengenal sistem moneter yang relatif maju dengan
penggunaan dinar Romawi dan ditham Persia sebagai alat tukar. Dalam konteks
perdagangan internasional, arus masuk dan keluar dinar dan dirham mencerminkan
aktivitas ekspor-impor barang, schingga keseimbangan pasar uang merefleksikan
keseimbangan permintaan dan penawaran agregat di pasar barang dan jasa. Karena nilai
intrinsik emas dan perak dalam dinar dan dirtham setara dengan nilai nominalnya,
penawaran uang bersifat elastis terhadap tingkat pendapatan, sementara fleksibilitas sistem
moneter memungkinkan kelebihan uang dialihkan ke bentuk emas atau perhiasan perak.
Kondisi ini menjaga stabilitas nilai uang dan mencegah tekanan inflasi maupun deflasi, yang
diperkuat oleh larangan terhadap praktik ekonomi yang berpotensi mengganggu
keseimbangan moneter dalam sistem ekonomi Islam (Ibnudin, 2019).
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Untuk menjaga stabilitas moneter, sistem ekonomi Islam pada masa Rasulullah
SAW menetapkan larangan terhadap berbagai praktik yang dapat menciptakan
ketidakseimbangan di pasar uang. Pertama, dilarang adanya permintaan uang yang bersifat
tidak riil, yakni permintaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan transaksi atau tujuan
berjaga-jaga. Dalam pandangan Islam, uang seharusnya berfungsi sebagai alat tukar dan
penyimpan nilai yang digunakan secara produktif, bukan sebagai instrumen spekulatif.
Kedua, dilarang pula tindakan penimbunan mata uang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-
Qur’an Surah At-Taubah ayat 34-35, yang mengutuk mereka yang menimbun emas dan
perak tanpa menyalurkannya di jalan Allah. Larangan ini sejajar dengan larangan terhadap
penimbunan barang, karena keduanya berpotensi mengganggu sirkulasi kekayaan dalam
masyarakat dan menciptakan distorsi terhadap mekanisme pasar yang adil.

Analisis Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Islam Berbasis Praktik Nabi
Muhammad SAW pada masa modern: Pendekatan Riil, Moneter, dan Fiskal

Kebijakan Sektor Riil dengan Membangun Pasar yang Adil dan Produktif

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sektor riil merupakan basis utama
pembangunan ekonomi umat. Rasulullah membangun pasar Madinah sebagai alternatif
dari dominasi pasar Yahudi Bani Qaynuqa yang cenderung monopolistik. Pasar yang
dibangun Rasul bersifat terbuka, bebas pajak, bebas praktik curang, dan berlandaskan
prinsip etika bisnis Islam.

Prinsip utama yang diterapkan Nabi adalah kejujuran dalam transaksi, larangan
penimbunan (ihtikar), manipulasi harga (najasy), dan kecurangan takaran atau timbangan
(tatfif). Nabi menugaskan pengawas pasar (muhtasib) yang bertugas memastikan transaksi
dilakukan sesuai syariat. Menurut Ascarya & Yumanita (2008), praktik pasar Rasulullah ini
mencerminkan pasar kompetitif yang sehat berbasis nilai spiritual, yang mampu mengatasi
ketimpangan ekonomi.

Kebijakan Sektor Moneter : Stabilitas Nilai dan Larangan Riba
Kebijakan moneter Nabi Muhammad SAW tidak didasarkan pada penciptaan uang

melalui utang, tetapi pada penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) yang memiliki nilai
intrinsik. Sistem ini secara alami mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Pelarangan riba secara tegas menjadi pilar utama dalam kebijakan moneter Islam.
Rasulullah juga menekankan pentingnya #ransparansi transaksi, seperti dalam hadis tentang
larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki (bai’ al-ma’dum) dan larangan gharar
(ketidakjelasan dalam akad). Prinsip ini menciptakan kestabilan moneter berbasis sektor
riil, karena semua transaksi harus berbasis aset nyata.

Stabilitas moneter dalam sistem Islam dicapai melalui larangan riba dan praktik
keuangan spekulatif , yang pada akhirnya melindungi sistem dari krisis seperti yang terjadi
pada sistem kapitalis berbasis fiat money (Askari et al., 2014; Zahera et al., 2024). Sistem
perbankan syariah harus lebih terkoneksi ke sektor produktif dan UMKM, bukan hanya
replikasi instrumen konvensional tanpa substansi syariah. Selain itu penguatan keuangan
mikro syariah dan gard hasan bisa menjadi alternatif pembiayaan inklusif yang sesuai spirit
kenabian
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Sektor Fiskal: Redistribusi Kekayaan dan Perlindungan Sosial

Rasulullah SAW mengelola keuangan negara secara transparan dan efisien melalui
institusi Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa kenabian terdiri dari
zakat, jizyah, kharaj, fai’, dan ghanimah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai fungsi
publik seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kaum lemah, dan
pembiayaan infrastruktur sosial. Zakat bukan hanya instrumen spiritual, tetapi juga fiskal
yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Sebagaimana dikaji oleh Amri &
Jauhari (2018) sistem fiskal Rasulullah mencerminkan keadilan vertikal (pemerintah-ke-
rakyat) dan horizontal (antara sesama warga), serta menjamin hak hidup layak bagi semua
warga negara. Pentingnya reformulasi zakat sebagai bagian dari sistem fiskal negara
modern, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembiayaan pelayanan
sosial. Implikasi kebijakan dapat dilakukan oleh negara-negara dengan mayoritas Muslim
perlu merevitalisasi fungsi zakat, wakaf, dan dana sosial Islam lainnya sebagai bagian dari
anggaran belanja sosial negara.

Kesimpulan
Berdasarkan kajian historis-normatif terhadap praktik ekonomi Nabi Muhammad

SAW di Madinah, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem eckonomi Islam yang
dibangun Rasulullah bersifat integratif dan holistik, mencakup keterpaduan sektor riil,
moneter, dan fiskal. Pada sektor riil, Rasulullah menegakkan keadilan pasar melalui
penguatan etika bisnis dan perlindungan dari praktik eksploitatif. Pada sektor moneter,
stabilitas nilai uang dan pelarangan riba menjadi prinsip fundamental untuk memastikan
keterkaitan transaksi dengan aktivitas ekonomi riil serta mencegah spekulasi. Sementara
itu, pada sektor fiskal, kebijakan redistribusi melalui instrumen zakat, jizyah, dan
pengelolaan Baitul Mal diarahkan untuk menjamin kesejahteraan sosial dan mengatasi
kemiskinan struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa model ekonomi kenabian memiliki
relevansi yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam rekonstruksi kebijakan ekonomi Islam
kontemporer, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan distribusi,
ketergantungan pada sistem utang, dan melemahnya sektor riil. Oleh karena itu, integrasi
prinsip-prinsip maqashid al-shariah dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional menjadi
penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga keadilan dan
kemaslahatan publik. Dengan demikian, pendekatan ekonomi Rasulullah SAW tidak
sekadar bernilai historis, melainkan menawarkan kerangka normatif dan praktis bagi

pembangunan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral.
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